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Abstrak 

 

Untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pemerintah secara teratur 

mengadakan perumahan dinas bagi pegawainya. Diantara rumah-rumah dinas 

tersebut ada yang disediakan untuk dimiliki secara sewa-beli oleh pegawai yang 

bersangkutan untuk menjamin tersedianya rumah tinggal bagi pegawai tersebut 

pada masa sesudah pensiun. Rumah ini dikenal dengan Rumah Dinas Golongan 

III. Untuk menghuni rumah dinas harus memiliki Surat Izin Penghunian yang 

diterbitkan oleh Pengelola Rumah Dinas yang bertujuan sebagai tanda bukti untuk 

menempati rumah dinas tersebut. Penerbitan Surat Izin Penghunian yang sesuai 

antara jabatan dengan golongan rumah dinas. Sehingga pensiunan Pegawai Negeri 

Sipil yang telah menempati rumah dinas tersebut dari Instansi ia bekerja tidak 

dapat seenaknya saja mengambil keputusan untuk mengosongkan rumah dinas 

yang telah ditempati oleh pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa penting Undang-Undang yang mengatur 

mengenai proses pengalihan hak rumah dinas ini berjalan sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Proses 

pengalihan hak rumah dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III kepada pensiunan 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan 

Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara 

dilakukan mulai tahapan-tahapan yang cukup panjang, dimulai dari kelengkapan 

permohonan hak pengalihan rumah dinas, perjanjian sewa beli sampai dengan 

diperolehnya hak tertentu atas tanah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam 

proses pengalihan hak rumah dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III kepada 

pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah memerlukan waktu yang dimulai dari 

pengumpulan data fisik yaitu menentukan letak tanah, penetapan batas-batas tanah 

dan luasnya sampai pengumpulan data yuridis berupa bukti-bukti kepemilikan, 

setelah itu data fisik dan data yuridis yang dikumpulkan tersebut diumumkan guna 

memberi kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan tentang permohonan 

tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses dan kendala dalam 

pengalihan hak rumah dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III kepada pensiunan 

Pegawai Negeri Sipil telah berjalan sesuai dengan kehendak Undang-Undang.  

 

Kata Kunci :  Rumah Dinas, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Surat Izin 

Penghunian 
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Abstrack 

 

To improve the welfare of civil servants, the government regularly hold official 

housing for employees. Among the houses of the authorities is provided for lease 

owned by the employees concerned to ensure the availability of houses for the 

employees on retirement. The houses is known as the home office group III. To 

inhabit the home office must have a residential permit issued by manager of the 

home office as proof that aims to occupy the official residence. Issuing residential 

permits between the positions corresponding to the group’s official residence. So 

that retired civil servants who have occupied the official residence of the 

institution he works can not been occupied by retired civil servants. In this 

research use yuridis normative methods. Approach with this method is intended 

how important the law governing the diversion of the home office is run in 

accordance with the constitution in force. From the research, it can be found that 

The process of assignment of claim the official residence civil servants of the 

group III to retired civil servants be based Regulation Minister of Public Works 

No. 22/PRT/M/2008 about Techical Guidelines for Procurement, Registration, 

Determination of Status, Reseidential, Diversion Status and Diversion of Claim to 

the Home Country begin from relatively long stages, started from the 

completeness of application for the transfer of claim of the home office, the lease-

buy agreement to the acquistion of specific claim upon land. The abstacles 

ancountered in the process of assignment of right the official residence civil 

servants of the group III to retired civil servants are it requires time started from 

the collection of physical data, which is determining the location of land, 

determining the borders, the total area, to the collection of judical data in from of 

ownership proofs. Then, the collected physical and judical data are declared in 

order to give chances to parties objecting to that request. Conclusions of this study 

are processes and constraints in the assignment of claim of the official residence 

civil servants to the group III to retired civil servants was run in accordance with 

the will of the constitution. 
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